


Gambaran Umum
Kebijakan Pelayanan Informasi
Publik
Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap

orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam

menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat

waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Hal ini sejalan dengan salah satu

tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 yaitu meningkatkan pengelolaan dan

pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik guna menghasilkan layanan

informasi yang berkualitas.

Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu bagian dalam upaya

percepatan Reformasi Birokrasi yang masuk dalam area perubahan Penataan

Tatalaksana. Penataan Tatalaksana sendiri bertujuan untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja, baik pada level

kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan Kota Peduli HAM, khususnya

dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi, maka pengelolaan dan

peningkatan pelayanan informasi harus terus ditingkatkan.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi

salah satu kewajiban Badan Publik terkait dengan implementasi UU No. 14

Tahun 2008, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Keputusan Walikota

Banjarbaru Nomor 188.45/255/KUM/2018 telah menetapkan Pejabat Pengelola

Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota

Banjarbaru, dengan 6 komponen utama dalam susunan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Kota Banjarbaru, yaitu :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) Utama, dijabat oleh

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Banjarbaru.



2. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, terdiri dari :

a. Subkoor Publikasi Informasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi

Pimpinan

b. Subkoor Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika

c. Pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

3. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, terdiri dari :

a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

b. Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

c. Pejabat fungsional arsiparis dan pustakawan pada Dinas Perpustakaan

dan Arsip Daerah

d. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Banjarbaru

e. Subkoor Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Banjarbaru

f. Subkoor Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Banjarbaru

4. Fasilitasi Sengketa Informasi, terdiri dari :

a. Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarbaru

b. Subkoor Bantuan Hukum Setdako Banjarbaru

5. Pendukung Sekretariat PLID, terdiri dari JFT Pranata Komputer pada Dinas

Komunikasi dan Informatika serta JFT Pranata Komputer pada Bagian

Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Banjarbaru.

6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID)

Pelaksana terdiri dari :

a. Kepala Bagian pada Setdako

b. Kepala Bagian Umum dan Anggaran pada Sekretariat DPRD

c.Sekretaris pada Badan/Kantor/Dinas/Kecamatan/Kelurahan di

lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

d. Kepala Bagian TU pada RSDI Banjarbaru

Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Kota Banjarbaru dalam mengimplementasikan

Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun

2008.

Adanya penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru diharapkan dapat mempercepat



terwujudnya akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan

ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dengan lebih mudah. Dari sisi badan publik

juga dapat termotivasi untuk bertanggung jawab, sehingga terwujudnya tata

pemerintahan yang baik dapat segera terwujud.

Struktur PPID Kota Banjarbaru



Gambaran Umum Pelayanan
Informasi Publik
A. Sekretariat PLID

PLID Kota Banjarbaru beralamat di Kantor Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Banjarbaru. Jl.Pangeran Suriansyah No.5 Kelurahan

Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru; Telp/Fax:0511-

6749126;

E-mail : ppid@banjarbarukota.go.id.

B. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID)

Untuk efektivitas pelayanan, ruang dan SDM, maka layanan informasi dan

dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi satu dengan

pelayanan front office. Adapun sarana dan prasana yang tersedia di ruang

ini adalah :

1. 1 set meja front office dan kursi petugas

2. 1 unit PC untuk petugas front desk

3. 1 mesin Printer

4. 1 line Telepon/Fax

5. 2 unit AC

6. 1 set kursi ruang tamu

mailto:ppid@banjarbarukota.go.id


7. Leaflet tentang PLID

8. ATK

9. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :

a. Formulir permintaan informasi publik,

b. Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik,

c. Tanda bukti penyerahan informasi publik,

d. Formulir pemberitahuan tertulis,

e. Formulir pengajuan keberatan.

C. Jam Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari

kerja (Senin s.d Jum’at).

Senin - Kamis : 09.00 – 15.00 WITA

Istirahat : 12.00 – 13.00 WITA

Jum’at : 09.00 – 11.00 WITA

Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan

melalui surat, email atau fax, dan aplikasi SIP-PPID..

D. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Kota Banjarbaru, terdiri dari 2 orang

petugas front office yang juga merangkap sebagai petugas pelayanan pada

Diskominfo, serta 5 orang petugas back office yang ada pada seksi

pelayanan informasi.

E. Anggaran Pelayanan Informasi
Angaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi melekat pada DPA Dinas Komunikasi dan

Informatika Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan Pelayanan Permintaan

Informasi Publik sebesar 44.079.000,-



F. Penyediaan Informasi Melalui Website

Aplikasi yang digunakan oleh PPID Kota Banjarbaru adalah SIP-PPID yang

merupakan aplikasi milik Kemendagri. Penyediaan Informasi Publik yang

wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya

serta merta dilakukan melalui website http://ppid.banjarbarukota.go.id

sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1

Tahun 2010.



Rincian Pelayanan
Informasi Publik

Pada tahun 2022, petugas PPID menerima permintaan Informasi Publik melalui

aplikasi SIP-PPID sebanyak 23 permohonan. Sedangkan 499 permohonan

diajukan pemohon informasi langsung ke PPID Pelaksana yang sudah

terbentuk pada Pemerintah Kota Banjarbaru, sehingga total permintaan

informasi di tahun 2022 adalah 522 permohonan, dengan rincian sbb :

No Permintaan Informasi Jumlah

1. Melalui Aplikasi SIP-PPID 23 permohonan

2 Melalui PPID Pelaksana 499 permohonan

Total Permohonan 522 permohonan

Semua permohonan yang masuk berasal dari orang pribadi. Rincian jumlah

permohonan informasi yang diterima oleh PPID Pelaksana dapat dilihat pada

tabel berikut :

No PPID Pelaksana Jumlah Permohonan

1 Dinas Perdagangan 123

2 DPMPTSP 16

3 Dinas Perkim 308

4 Kelurahan L.U. Selatan 15

5 Kelurahan L.U. Utara 24

6 Kelurahan L.U. Tengah 6

7 Kelurahan Sungai Tiung 1

8 Kelurahan Cempaka 2

9 Kecamatan Liang Anggang 1

10 Diskopukmnaker 1

11 Bag. Prokopim Setdako 2

Total Permohonan 499



Bulan

Permohonan Waktu rata-
rata

pelayanan
(hari kerja)

Jumlah permohonan yang
dikabulkan Jumlah

permohonan
yang ditolak

Alasan permohonan ditolak

Unit kerja Jumlah Sepenuhnya Sebagian Dikecualikan
Tidak dikuasai/
belum selesai

didokumentasikan
Lainnya

Januari Dinas Perdagangan
DPMPTSP
Kel. L.U. Selatan
Dinas Perkim
Kel. L.U. Tengah
Kel. L.U.Utara
Kel. S.Tiung
PPID

8
6
1
57
1
2
1
1

5 hari
2 hari
5 hari
1-3 hari
2 hari
1 hari
1 hari
3 hari

8
6
1
58
1
2
1
0 0 1

Informasi yang
diminta bukan
merupakan
dokumen
informasi publik

Februari Dinas Perdagangan
DPMPTSP
Kelurahan Cempaka
Kel. L.U. Selatan
Dinas Perkim
PPID

7
1
1
1
30
2

5 hari
2 hari
1 hari
5 hari
1-3 hari
3 hari

7
1
1
1
30
1 1

data yang
diminta terlalu
umum (tdk
mencantumkan
tahun
pembuatan)

Maret Dinas Perdagangan
DPMPTSP
Kel. L.U.Selatan
Dinas Perkim
Kel. L.U.Tengah
Kel. L.U.Utara
PPID

12
1
1
25
1
5
15

5 hari
2 hari
5 hari
1-3 hari
2 hari
1 hari
3 hari

12
1
1
25
1
5
13 0 2

Informasi yang
diminta bukan
merupakan
dokumen
informasi publik

April Dinas Perdagangan
Kec. Liang Anggang
Kel. L.U. Selatan
Dinas Perkim
Kel. L.U.Utara

11
1
1
23
2

5 hari
2 hari
5 hari
1-3 hari
1 hari

11
1
1
23
2



Mei Dinas PErdagangan
DPMPTSP
Kelurahan Cempaka
Kel. L.U. Selatan
Dinas Perkim
Kel. L.U.Tengah
PPID

6
1
1
1
33
1
2

5 hari
1 hari
1 hari
5 hari
1-3 hari
2 hari
3 hari

6
1
1
1
33
1
1 0 1

Informasi yang
diminta bukan
merupakan
dokumen
informasi publik

Juni Dinas Perdagangan
DPMPTSP
Kel. L.U. Selatan
Dinas Perkim
Kel. L.U.Tengah
Kel. L.U.Utara
PPID

12
2
1
27
1
3
3

5 hari
2 hari
5 hari
1-3 hari
2 hari
1 hari
3 hari

12
2
1
27
1
3
3

Juli Dinas Perdagangan
Kec. Liang Anggang
Kel. L.U.Selatan
Dinas Perkim
Kel. L.U.Utara

12
1
2
22
2

5 hari
1 hari
5 hari
1-3 hari
1 hari

12
1
2
22
2

Agustus Dinas Perdagangan
Kel. L.U.Selatan
Dinas Perkim
Kel. L.U.Utara

16
1
26
2

5 hari
5 hari
1-3 hari
1 hari

16
1
26
2

September Dinas Perdagangan
DPMPTSP
Kel. L.U. Selatan
Dinas Perkim
Dinkopukmnaker
Kel. L.U.Tengah
Kel. L.U.Utara

13
2
2
12
1
1
3

5 hari
2 hari
5 hari
1-3 hari
3 hari
2 hari
1 hari

13
2
2
12
1
1
3

Oktober Dinas Perdagangan 10 5 hari 10



DPMPTSP
Kec. Liang Anggang
Kel. L.U. Selatan
Dinas Perkim
Kel. L.U.Utara

3
1
1
18
4

2 hari
5 hari
5 hari
1-3 hari
1 hari

3
1
1
18
4

November Dinas Perdagangan
Kel. L.U. Selatan
Dinas Perkim
Kel. L.U.Tengah
Kel. L.U.Utara

8
1
21
1
1

5 hari
5 hari
1-3 hari
2 hari
1 hari

8
1
21
1
1

Desember Dnas Perdagangan
Kel. L.U. Selatan
Dinas Perkim
Bag. Prokopim-
Setdako

8
2
14
2

5 hari
5 hari
1-3 hari
1-2 hari

8
2
14
2

Jumlah 522 2,5 hari 518 5
Jumlah permohonan informasi yang diterima = 522 permohonan
Jumlah permohonan yang dikabulkan = 517 permohonan
Jumlah permohonan yang ditolak = 5 permohonan
Jumlah permohonan yang tidak ditanggapi = 0 permohonan
Waktu rata-rata pelayanan = 2,5 hari kerja



Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022, tidak ada sengketa informasi yang dilaporkan pemohon

Bulan
Jumlah
Keberat

an

Tanggapan Atasan
PPID atas Keberatan

Penyelesai
an

Sengketa
ke Komisi
Informasi

Hasil
Mediasi/Ajudikasi
non Litigasi di

Komisi Informasi

Status Putusan Komisi
Informasi

Meneri
ma Menolak Berhasil Gagal Menguatkan

Atasan PPID

Menguatkan
Permohonan
Informasi



Capaian PPID Tahun 2022
Beberapa capaian yang diperoleh oleh PPID Kota Banjarbaru di tahun 2022

adalah :

1. Adanya admin aplikasi SIP-PPID tahun 2022 pada semua PPID Pelaksana

yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Nomor :

188.4/012/SETDA/2022 tentang Tim Pengelola Dan Petugas Admin

Aplikasi Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022

2. Terlaksananya Bimbingan Teknis guna meningkatkan profesionalisme dan

kompetensi petugas admin SIP-PPID pada 31 Maret 2022 di Aula Gawi

Sabarataan.

Bimtek Penggunaan Aplikasi SIP-PPID Tahun 2022

3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik pada

8 Agustus 2022 di Aula Gawi Sabarataan yang dipimpin oleh Wakil Wali

Kota Banjarbaru, Wartono, SE.



Bimtek Penyusunan Daftar Informasi Publik

4. Tersedianya Daftar Informasi Publik pada PPID Pelaksana yang ditetapkan

melalui Keputusan Atasan PPID Pelaksana pada Badan Publik di

lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

SK Penetapan DIP Dinas Sosial Tahun 2022

5. Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan PPID tahun 2022 pada 26

Oktober 2022 di Aula Gawi Sabarataan yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota

Banjarbaru, Wartono, SE



Rapat Evaluasi PPID Tahun 2022

6. Terlaksananya pemberian reward kepada admin PPID Terinformatif Tahun

2022 yang penilaiannya berdasarkan 4 indikator yaitu keaktifan admin,

jumlah dokumen informasi yang dipublikasikan, ketersediaan informasi

berkala berdasarkan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021, dan

tersedianya Dokumen Informasi Publik.

Penerima Reward Tahun 2022

Adapun penerima penghargaan Admin PPID Terinformatif 2022

diberikan kepada :

1) Muhammad Hamdani dari Disperkim kota Banjarbaru

2) Olivia Maulitha dari Disdag kota Banjarbaru

3) Zulvan Aditiya Rahman dari Dinkes kota Banjarbaru

4) Dwi Yuniati dari Bappeda kota Banjarbaru

5) Herry Susanto dari Dishub kota Banjarbaru



7. Terunggahnya Informasi Publik dari unit kerja melalui

http://ppid.banjarbarukota.go.id.

Berdasarkan data per 2 Januari 2023, jumlah informasi yang telah
diupload oleh admin SIP-PPID pada unit kerja adalah sebanyak 3185
informasi, dengan rincian sbb:



HASIL MONITORING PENGUNGGAHAN INFORMASI PADA SIP-PPID

TAHUN 2022

No Unit Kerja
Jumlah Informasi (Tahun 2022)

Total
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des

1 BKPP 2 5 4 5 3 7 5 2 0 16 5 4 58

2 BAPPEDA 0 0 1 22 12 9 13 6 6 5 5 5 84

3 Dinas LH 0 0 4 2 0 0 0 1 0 18 0 0 25

4 Disdukcapil 2 0 0 0 0 6 5 0 10 2 8 8 41

5 BPKAD 0 6 11 0 24 22 20 0 0 0 0 0 83

6 BPPRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Kesbangpol 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 0 8

8 BPBD 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 3 1 15

9 Dinas Perhubungan 5 3 6 6 6 5 3 5 5 2 4 3 53

10 Dinas Kesehatan 134 75 95 204 75 208 73 31 86 63 43 0 1087

11 DPMPTSP 0 0 22 5 6 17 16 19 12 21 1 28 147

12 Dinas PUPR 0 0 0 0 0 10 0 0 0 4 0 0 14

13 Disporabudpar 0 0 0 5 5 2 0 0 0 5 0 0 17



14 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah 0 0 9 0 0 5 5 0 12 17 12 2 62

15 Dinas Perumahan dan Permukiman 7 15 6 12 7 7 12 14 6 18 8 6 118

16 DKP3 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 65

17 Disdaldukkbpmppa 2 1 4 4 4 7 0 0 0 4 0 0 26

18 Dinas Perdagangan 9 7 11 9 6 10 14 16 6 18 10 0 116

19 Dinas Pendidikan 0 0 0 4 0 4 3 2 0 4 0 8 25

20 Dinas Sosial 0 0 0 0 0 17 5 0 0 19 5 0 46

21 Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja 0 0 0 0 0 25 0 0 4 9 0 0 38

22 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 2 2 7 5 4 7 1 13 17 3 2 63

23 Sekretariat DPRD 0 0 0 0 0 21 0 0 0 7 14 0 42

24 Inspektorat 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 5

25 Rumah Sakit Daerah Idaman 12 0 8 0 0 10 20 1 0 12 1 2 66

26 SatpolPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Kecamatan Banjarbaru Utara 0 0 0 0 0 10 1 0 4 3 0 0 18

28 Kecamatan Banjarbaru Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8

29 Kecamatan Cempaka 0 0 0 4 0 6 0 7 0 12 9 2 40

30 Kecamatan Landasan Ulin 0 0 0 0 12 0 0 11 0 9 0 8 40

31 Kecamatan Liang Anggang 0 0 0 0 0 0 0 6 3 7 0 3 19



32 Kelurahan Komet 9 2 3 17 3 4 6 2 0 9 5 2 62

33 Kelurahan Loktabat Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10

34 Kelurahan Mentaos 0 2 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 20

35 Kelurahan Sungai Ulin 0 0 0 1 0 6 5 5 2 19 4 5 47

36 Kelurahan Gt. Paikat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 Kelurahan Kemuning 0 1 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 7

38 Kelurahan Loktabat Selatan 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 0 0 27

39 Kelurahan Sungai Besar 0 0 8 0 0 3 5 1 0 5 0 0 22

40 Kelurahan Gt. Payung 0 0 0 0 6 8 1 0 3 6 4 8 36

41 Kelurahan Gt. Manggis 0 0 0 0 0 9 11 10 4 5 5 3 47

42 Kelurahan Landasan Ulin Timur 4 0 0 0 0 35 10 11 0 2 2 3 67

43 Kelurahan Syamsudinnoor 5 3 5 5 0 10 9 0 1 6 4 13 61

44 Kelurahan Cempaka 2 5 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 14

45 Kelurahan Sungai Tiung 0 0 0 0 0 13 4 0 6 1 0 1 25

46 Kelurahan Bangkal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24 32

47 Kelurahan Palam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 6

48 Kelurahan Landasan Ulin Utara 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 53

49 Kelurahan Landasan Ulin Selatan 4 1 3 1 0 4 4 18 0 0 0 1 36



50 Kelurahan Landasan Ulin Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14

51 Kelurahan Landasan Ulin Barat 5 5 5 5 5 0 10 3 8 0 8 6 60

52 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
pada Setdako 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 Bagian Umum pada Setdako 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 8

54 Bagian Organisasi pada Setdako 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Bagian Pemerintahan pada Setdako 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 Bagian Kesra pada Setdako 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20 21

57 Bagian Ekonomi pada Setdako 0 0 1 25 0 0 8 0 0 0 10 4 48

58 Bagian Pembangunan pada Setdako 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 Bagian Hukum pada Setdako 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 10

60 Bagian pengadaan Barang dan Jasa pada
Setdako 4 3 0 3 1 2 1 4 2 1 0 2 23

TOTAL 216 146 218 366 195 539 301 192 211 424 194 183 3185

Berdasarkan tabel di atas terlihat pada tahun 2022 masih ada 7 admin pada PPID Pelaksana belum mengupload Dokumen Informasi

pada aplikasi SIP-PPID, yaitu : BPPRD, SatpolPP, Kelurahan Guntung Paikat, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian

Organisasi, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Pembangunan pada Sekretaria Daerah. Sehingga tingkat keaktifan PPID Pelaksana di

lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah 53/60 x 100% = 88,33%.



Terlaksananya pelayanan informasi melalui aplikasi SIP-PPID tahun

2022, dapat dilihat dari banyaknya dokumen informasi yang diunduh oleh

masyarakat melalui sistem.

8. Ditanggapinya permohonan permintaan informasi secara langsung maupun

melalui aplikasi SIP-PPID



Kendala Pelaksanaan Layanan
Informasi Publik
1. Masyarakat belum paham cara mengajukan permohonan informasi,

terutama melalui aplikasi SIP-PPID, sehingga fungsi aplikasi ini untuk

layanan informasi kurang maksimal. Masyarakat juga belum memahami

fungsi aplikasi SIP-PPID sehingga permohonan yang diminta ditolak karena

salah peruntukannya.

2. Beberapa unit kerja tidak memiliki petugas front office sehingga permintaan

informasi dari masyarakat tidak terdokumentasi dengan baik.

3. Kurangnya fasilitas untuk pelayanan di front office pada unit kerja guna

menunjang pelaksanaan pelayanan informasi publik.

4. Kurang koordinasi antara petugas front office dengan admin SIP-PPID

sehingga pelayanan informasi tidak maksimal dan tidak terdokumentasi.

5. Kurang pemahaman tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) di unit kerja.

6. Kurangnya kerjasama intern badan publik sehingga admin kesulitan dalam

mendapatkan data yang akan diunggah ke aplikasi SIP-PPID.

7. Beberapa admin pada PPID Pelaksana masih belum paham dalam

mengklasifikasikan dokumen informasi, memilah dokumen yang boleh dan

tidak boleh diupload, serta dokumen yang diupload belum berpedoman

pada peraturan yang berlaku.

8. Beberapa unit kerja kekurangan SDM, sehingga harus menjadi beberapa

admin dari aplikasi lain disamping harus menjalankan tupoksinya, serta

ketika ada kegiatan yang bersamaan waktunya tidak dapat hadir pada

Bimtek yang diselenggarakan.

9. Tidak dianggarkannya honor untuk admin.



Rekomendasi dan Rencana
Tindak Lanjut
1. Publikasi cara mengajukan permohonan informasi melalui berbagai media

(banner, spanduk, media sosial, dll) lebih diintensifkan terutama tentang

penggunaan aplikasi SIP PPID dan prosedur untuk memperoleh informasi

publik.

2. Perlu ada petugas front office untuk melayani dan mengarahkan

masyarakat yang memerlukan dokumen informasi publik

3. Perlu ada dukungan fasilitas guna mendukung proses penyelenggaraan

pelayanan informasi publik

4. Memperbaiki koordinasi antara petugas front office dan admin SIP-PPID

sehingga petugas front office mengetahui alur permohonan informasi.

Selain itu, pada front office juga perlu disediakan buku register permohonan

informasi, formulir permohonan, dan kelengkapan lainnya sesuai peraturan.

5. Perlu peningkatan kompetensi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) pada unit kerja agar peran sertanya di PPID berfungsi

dengan baik sehingga pelaporan permintaan informasi bisa terkoordinasi

secara sistematis. Bila perlu, dapat melaksanakan studi tiru ke daerah yang

fungsi PPIDnya telah berjalan dengan baik..

6. Perlu ada sosialisasi internal tentang tugas dan fungsi PPID serta

komitmen pimpinan untuk mengimplementasikan Keterbukaan Informasi

Publik di lingkungan instansinya terutama dalam mempublikasikan

dokumen yang telah ditetapkan melalui SK Daftar Informasi Publik unit

kerja. Selain koordinasi antar bidang juga perlu ditingkatkan untuk

memudahkan admin dalam memperoleh dokumen informasi publik yang

akan dipublikasikan.

7. Melaksanakan bimtek secara berkala dengan materi yang lebih variatif

guna meningkatkan kompetensi pejabat PPID dan admin SIP-PPID serta

melaksanakan monev ke PPID Pelaksana untuk mengetahui secara

langsung kendala di lapangan sekaligus memberikan solusi/rekomendasi

untuk perbaikan.

8. Mengakomodir permohonan penambahan pegawai, baik ASN maupun non

ASN.



9. Telaahan staf Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Wali Kota

Banjarbaru nomor 910/086/Kom/DISKOMINFO tanggal 16 Februari 2022

tentang Usul Penganggaran Honor Admin Aplikasi LAPOR dan SIP-PPID

pada masing-masing unit kerja dapat menjadi dasar unit kerja untuk

menganggarkan honor admin bila PAGU dana memungkinkan.

Demikian laporan tahunan ini kami buat sebagai bahan evaluasi kinerja Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2022.

Banjarbaru, Februari 2023
Sekretaris Daerah

selaku
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Kota Banjarbaru,

Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19650928 199203 1 008



LAMPIRAN

Permintaan Informasi Melalui Aplikasi SIP-PPID



Daftar Informasi Publik pada Aplikasi SIP-PPID

Contoh Informasi Publik Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota
Banjarbaru



Informasi Terbaru dan Informasi Paling Banyak Dimohon


